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ABSTRAK 
 
Rahmat Wijaya (B111 11 107) “Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana 
Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi 
kasus no: 15/Pen.Pid.Sus /2012 /Pn. Br)” dibimbing oleh Bapak Muhadar 
selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui 
penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang 
dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil dalam Putusan 
No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br dan untuk mengetahui pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana 
narkotika Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br. 
Penelitian ini dilakukan Kabupaten Barru tepatnya di Pengadilan 
Negeri Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan teknik pengumpulan data 
dengan dua cara, yaitu metode penelitian kepustakaan dan wawancara. 
Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian 
ini maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif kemudian 
mendeskripsikannya kedalam sebuah konklusi umum yang akan penulis 
rampungkan kemudian dalam bentuk laporan hasil penelitian (skripsi). 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah Penerapan hukum pidana 
meteril terhadap kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh 
pegawai negeri sipil, penerapan hukumnya sudah sesuai dengan 
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf 
a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta 
hukum baik mengenai keterangan saksi dan keterangan terdakwa, 
terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak ada gangguan mental 
sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus 
kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh pegawai negeri sipil 
dengan nomor putusan 535/Pid.B/2012/ PN.MKS) telah sesuai. 
Berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat 
bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, 
dimana perkembangan itu selaludiikuti proses penyesuaian diri yang 
kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. 
Denganpelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering 
terjadidan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk 
polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan 
karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakatyang semakin 
maju. 
Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-
pembaharuan di segala bidang.Namunkemajuan teknologi tidak selalu 
berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif.Maksudnya 
adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah 
kejahatan denganmenggunakan modus operandi yang canggih.Hal 
tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk 
mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam 
kasusnarkotika dan obat-obatan terlarang. 
Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.Saat ini 
penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisanmasyarakat baik 
miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.Penyalahgunaan 
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narkotika daritahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya 
merugikan kader-kader penerus bangsa.Penyalahgunaan narkotika 
mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas 
dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya 
pencegahan dan penanggulangan  narkotika dan upaya 
pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan 
perkembangankomunikasi, informasi dan transportasi dalam era 
globalisasi saat ini.1 
Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat 
dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain 
penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi 
muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan 
nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum 
yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan 
peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. 
Fenomena diatas harusnya menjadi perhatian serius bagi 
pemerintah dan masyarakat Indonesia karena obat-obatan tersebut 
telah banyak di konsumsi mulai dari usia yang masih anak-anak, 
sampai pada yang sudah dewasa. Obat-obatan tersebut, yang 
termasuk dalam kategori obat-obatan yang berbahaya dan narkotika 
memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan. 
                                                          
1 Lydia Harlina Marton, 2006, Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga, Balai 
Pustaka, Jakarta, hal. 1 
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Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai 
sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan 
lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke 
seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit 
oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh 
sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun 
semakin meningkat. 
Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas 
peredaran gelap narkotika tersebut akan tetapi penyalahgunaannya 
tetap meningkat. Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat 
yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit 
tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak 
sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat 
yang sangat merugikan bagi masyarakat. 
Akhir-akhir ini, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan 
secara perseorangan, tetapi telah melibatkan sindikat yang terorganisir 
secara rapi dan sangat rahasia baik nasional maupun internasional, 
bahkan tidak jarang melibatkan pejabat negara khususnya aparat 
penegak hukum itu sendiri.Disertai banyaknya juga pejabat negara 
yang mengkomsumsi narkotika untuk dirinya sendiri, mulai dari polisi, 
anggota militer, PNS, bahkan sampai anggota DPR. 
Makin maraknya kasus aparat pemerintah yang mengomsumsi 
narkotika memang sangat memprihatinkan.Aparat negara perwakilan 
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pemerintah yang memiliki kedekatan dengan masyarakat tetapi justru 
jadi perusak tata nilai dan menjadi pelanggar hukum. 
Fenomena ini tentunya semakin menepis harapan untuk 
memberantas penyalahgunaan narkotika secara tuntas. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membawa 
nuansa baru, paradigma baru, dan harapan baru bagi banyak orang, 
sebabundang-undang ini memiliki perbedaan atau spesifikasi dalam 
penanganan kasus-kasus narkotika. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan 
kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika 
yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas 
atau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika 
Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan 
narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan 
kinerja badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga 
diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan 
penyidikan kasus-kasus narkotika. 
Berdasarkan penelitian (puslitkes) universitas Indonesia (2006) 
diperkirakan disetiap provinsi di Indonesia telah ada angka 
penyalagunaan narkoba dengan kisaran antara 5,7%-16,4%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa narkoba sudah merambah seluruh wilayah di 
Indonesia.2 
Berdasarkan uraian diatas, dan rumitnya masalah-masalah 
seputar narkotika, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara 
khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan dengan memilih judul: 
“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Oleh Pegawai Negeri Sipil (PUTUSAN 
NO.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka 
yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerepan hukum pidana terhadap tindak 
pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang pegawai 
negeri sipil dalamPutusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika 
Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br? 
 
 
 
                                                          
2 BNN, P4GN di lingkungan pendidikan dan tempat hiburan, seminar penanggulangan 
narkoba sebagai upaya mempertahankan eksistensi bangsa, 2007 , hlm.2. 
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C. Tujuan penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapanhukum pidana terhadap tindak 
pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang pegawai 
negeri sipil dalam Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br ? 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika 
Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br ? 
 
D. Kegunaan penelitian. 
 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 
bagi berbagai pihak dalam hal ini kalangan akademisi, 
kalangan penegak hukum. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan nakotika 
dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan 
perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa 
yang akan datang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian dan istilah Tindak Pidana. 
Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara 
damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia 
dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan 
manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan 
sebagainya terhadap yang merugikan. 
Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum 
yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum 
pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai 
definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum 
mengenai pidana”. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum 
yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-
aturan untuk :  
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
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3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut.3 
Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. hukum pidana 
merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang 
mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah 
orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau 
melakukan tindak kejahatan. 
Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan 
istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-
kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straft” tetapi menurut 
beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan 
Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan 
konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena 
istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah 
tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga 
dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan 
sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, 
maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 
menunjukan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak 
pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan 
strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan 
                                                          
3http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/ 
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penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap 
maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan 
oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, 
peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat 
dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan 
selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum 
juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan 
perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan 
istilah tindak pidana.4 
Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi :  
1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak 
berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan 
dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang 
telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh 
suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan 
pidana, maka tidak ada tindak pidana.  
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP 
mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak 
pidana yang telah dilakukan. 
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur 
kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari 
                                                          
4 Bassar, S, 1986. Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP,bandung :CV remadja 
karya. 
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orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat 
sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya 
terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat 
diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang 
memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. 
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak 
sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. 
Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan 
jiwanya. 
Sedangkan unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan 
dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat 
sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan 
itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat 
melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak 
pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan 
dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif 
adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini 
meliputi : 
1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal 
membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). 
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam 
delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya 
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pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), 
dan lain-lain. 
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan 
hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur 
ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.Ada beberapa 
tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu 
memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti 
penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 
KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). 
Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. 
a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat 
dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu 
karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana 
diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang 
(Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling 
lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan 
luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 
b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya 
dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu 
akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat 
dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP). 
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Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini 
meliputi : 
1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam 
pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan 
kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 
2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 
kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian 
(Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.  
3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan 
atau poging (Pasal 53 KUHP). 
4.  Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian 
(Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan 
(Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.  
5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana 
hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 
KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh 
anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).5 
Tujuan Hukum Pidana menurut R. Abdoel Djamali adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan 
perbuatan yang tidak baik  
                                                          
5 http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/ 
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2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan 
tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam 
kehidupan lingkungannya.6 
Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuan-
ketentuan yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya gejala-gejala sosial yang kurang sehat serta 
memberikan terapi bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Oleh 
karena itu, hukum pidana harus memuat tentang aturan-aturan yang 
membatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran 
kepentingan umum.7 
Fungsi hukum pidana adalah dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu 
: 
1. Yang umum : Hukum Pidana merupakan sebagian dari keseluruhan 
lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan 
fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup 
kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. 
2. Yang khusus : ialah melindungi kepentingan hukum terhadap 
perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang 
berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan 
sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. 
Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam 
mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya 
                                                          
6 http://www.prasko.com/2011/05/tujuan-hukum-pidana.html 
7 Ibid. 
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mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium atau 
obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum 
lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan diberlakukan. Dalam 
sanksi pidana itu terdapat sesuatu tragis (nestapa yang menyedihkan) 
sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri 
atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan 
hukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai 
accesoir (bergantung) terhadap cabang hukum lainnya. 
Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaan 
harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang 
telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat 
pemidanaan itu terdiri dari: 
1. Perbuatan yang meliputi: 
a. Memenuhi rumusan Undang-unadng 
b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) 
c. Kesalahan 
2. Orang yang meliputi: 
a. Mampu bertanggungjawab 
b. Dolus atau culpa ( tidak ada alasan pemaaf)8 
Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum 
pidana diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang 
melanggarnya. Mengenai hal ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut: 
                                                          
8Soedarto ,1975.Hukum Pidana jilid IA dan IB Universitas Jenderal Soedirman 
Purwokerto. Hlm.32 
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“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana 
barang siapa melanggar larangan tersebut”.9 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap persoalan 
pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan 
mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah 
merupakan suatu kejadian dalam alam lahir, sehingga untuk adanya 
perbuatan pidana biasanya diperlukan: 
1. Kelakuan dan akibat 
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan. 
Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delict, 
perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai 
subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak 
pidana, Wirjono Prodjodikoro menyatakan “ Tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku 
ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Syarat untuk 
menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi 
unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam 
Undang-undang.10 
Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana 
ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum 
                                                          
9Moeljatno. Azas-azas hukum pidana, Jakarta: Bineka cipta. 2000. Hlm. 61. 
10 Soedarto, .Hukum Pidana Jilid IA dan IB.universitas Jenderal Soedirman Purwokerto . 
1990. Hlm. 62 
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yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa 
yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat 
yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang 
melakukan perbuatan tersebut. 
Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal 
dengan istilah “criminal act”. Dalam hal ini meskipun orang telah 
melakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia 
mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya 
yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal 
dengan istilah “criminal responsibility”.11 
Istilah Tindak pidana (strafbaar feit) diterjemahkan oleh pakar hukum 
pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada 
yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak 
pidana, pelanggaran pidana. perbuatan yang melawan hukum atau 
bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan 
yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh para 
ahli, yakni sebagai berikut: 
a. Simons 
Merumuskan bahwa, Strafbaar feit adalah suatu handeling 
(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana olehundang-
undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan 
                                                          
11Suharto RM, Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan 
Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.hlm. 28-29 
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dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua) 
golongan unsur yaitu: 
1) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan 
kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) 
dari petindak.] 
2) Unsur obyektif yang berupa tindakan yang 
dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu. 
b. Wirjono Prodjodikoro 
Mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran 
norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum 
ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh 
pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman 
pidana. 
c. Moeljatno  
Menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan 
perbuatan yang anti sosial. 
d. Roeslan Saleh 
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Menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak 
boleh atau tidak dapat dilakukan. 
e. Vos 
Merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan 
(gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang 
diancam pidana. 
f. Pompe 
Merumuskan bahwa “Strafbaar feit “ adalah suatu 
pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum) terhadap 
mana pelaku mempunyai kesalahan untuk manapemidanaan 
adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan 
menjamin kesejahteraan umum.12 
Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan 
keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. 
Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang 
bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuldfahig. Untuk itu, 
tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia 
(gedragingen: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak 
                                                          
12 M. Sairman, Sahadia, Pengertian Tindak Pidana, (on Line), 
2011Tersedia:http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142486-pengertian-tindak-
pidana/. (02 April 2011). 
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berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di 
dalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam 
dengan sanksi pidana.13 
Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana 
masih diperlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang 
bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi 
pidana. 
Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan 
tindak pidana ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat 
dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. 
Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai 
kesalahan, tetapi sebaliknya orangtidak mungkin mempunyai kesalahan 
jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.14 
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika Bab XV ketentuan pidana, maka perbuatan-perbuatan yang 
dilarang yang berhubungan dengan narkotika adalah : 
1. Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, 
menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai 
narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman 
2. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau 
menguasai narkotika golongan II dan Golongan III. 
                                                          
13 Jan Remmelink, Hukum Pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab 
undang-undang hokum pidana belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang 
pidana Indonesia), Jakarta, gramedia pustaka. 2003, hlm. 85-86. 
14 Suharto, RM, Op. Cit. 
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3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit 
atau menyediakan narkotika golongan I, II, III. 
4. Membawa, mengirim, mangangkut, atau mentransito narkotika 
Golongan I, II, dan III. 
5. Mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, 
menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, III. 
6. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan 
narkotika golongan I, II, III untuk digunakan oleh orang lain. 
7. Menggunakan narkotika golongan I, II, III. 
Bahaya narkotika karena penyalahguna menjadi “addict” (pecandu) 
setelah melewati ketergantungan jiwa dan fisik. Belum lagi bahaya 
sampingan lainnya, situasi ketertiban dan keamanan bagi masyarakat 
seperti pencurian, penodongan, perampokan, perampasan, pembunuhan, 
pemerkosaan, dankejahatan seks lainnya. Jadi antar kejahatan 
penyalahgunaan obat penenang ini ada kaitan dengan kejahatan lainnya. 
Bila si pemakai memerlukan obat tetapi tidak mempunyai uang maka ia 
tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dan kejahatan. 
 Karena faktor-faktor antara lain bahaya narkotika seperti yang 
dijelaskan diatas, maka perkara narkotika digolongkan perkara yang harus 
didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna 
mendapatkan penyelidikan dan penyelesaian dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. 
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B. Unsur Tindak Pidana 
1. Aliran Monisme / monitis 
 Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, 
untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 
pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban 
pidana/kesalahan (criminal responbility). 
 Menurut D. Simons tindak pidana adalah : 
 Tindakan melanggar hokum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
 Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu 
tindak pidana harus dipenuhui unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Perbuatan manusia , baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat); 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Melawan hukum;  
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan  
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab; 
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Strafbaarfeityang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, 
dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monitis sebagai : 
“kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, dimana 
bersifat melawan hokum, yang dapat berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab”. 
 Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud 
oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpalata(alpa, lalai) dan 
berkomentar sebagai berikut: 
 Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal 
act) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, 
perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dan 
mencakup kesengajaan,kealpaan dan kelalaian dan kemampuan 
bertanggungjawab. 
 Menurut J. Bauman .”perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan 
yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan”. 
 Sementara Menurut Wirjono prodjodikoro yang juga berpadangan 
monistis menerjemahkan strafbaarfeitke dalam tindak pidana dengan 
menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat 
dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak 
pidana”. 
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 Van Hammel yang berpandangan monitis juga merumuskan 
strafbaarfeitsebagai, “perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-
undang sebagai melawan hukum, strafwaardig(patut atau dapat bernilai 
untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en dan should to 
wijten)” 
 
2. Aliran Dualisme / Dualitis  
 Berbeda dengan pandangan monitis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan 
dualitis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 
pidana. Menurut pandangan monitis dalam pengertian tindak pidana 
sudah tercakup didalamnya baik criminal actmaupun criminal responbility, 
sementara menurut pandangan dualitis, yakni : 
 Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal 
responbilitytidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk 
menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup 
dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang 
yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar 
pembenaran. 
 Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para 
sarjana yang menganut pandangan dualitis yaitu sebagai berikut: 
 Menurut pompe,dalam hukum positif strabaarfeittidak lain adalah 
“feit(tindakan, pen) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-
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undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat 
mutlat untuk adanya tindak pidana”. 
 Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi 
unsur sebagai berikut: 
a. Adanya perbuatan (manusia); 
b.Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat    
formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;  
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat meteril dalam 
fungsinya yang negatif.  
  Moeljanto yang berpandangan dualitis menerjemahkan strafbaarfeit 
dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut: 
 “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan 
mana disertai ancaman (sanksi)yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut” 
 Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang 
diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak 
tercakuppertanggungjawaban pidana (criminal responbility). 
 Namun demikian, Moeljantojuga menegaskan, bahwa : 
 “untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya 
tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang 
melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”. 
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 Selain itu, untuk dapat di kategorikan sebagai tindak pidana sebuah 
perbuatan haruslah tidak memiliki alasan pembenar, yakni alasan 
pembenar (rechtvaadigingsrond) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 
KUHP tentang keadaan darurat (noodtoestand), pasal 49 ayat (1) KUHP 
pembelaan terpaksa (Noodweer), Pasal 50 tentang “melaksanakan 
undang-undang”dan Pasal 51 KUHP tentang “melaksanakan perintah 
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.” 
 Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pembenar 
yang terdapat dalam KUHP adalah : 
1. Keadaan darurat (nootoestand): 
Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif (vis 
compulsova) diatur dalam Pasal 48 KUHP. “Barangsiapa 
melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak 
dipidana.” 
2. Pembelaan terpaksa (Noodweer): 
Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP “tidak dipidana, barang siapa 
melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri 
maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda 
sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman 
serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. 
3. Melaksanakan ketentuan undang-undang. 
Diatur dalam Pasal 50 KUHP “barang siapa melakukan perbuatan 
untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. 
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4. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang. 
Diatur dalam Pasal 51 KUHP “ Barangsiapa melakukan perbuatan 
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.” 
 
Bagan :Perbedaan Pandangan Aliran Monitis dan Dualitis 
Terkait Unsur-Unsur Tindak Pidana 
  
 
                        ≠ 
 
 
 
 
 
 
 Bagan di atas telah memberikan gambaran yang jelas mengenai 
perbedaan antara aliran monitis aliran dualitis, dimana aliran monitis 
memasukan unsur pertanggungjawaban pidana ke dalam unsur-unsur 
tindak pidana. sementara unsure dualitis memisahkan antara unsur tindak 
Perbedaan mendasar antara Aliran Monitis dan Aliran 
dualisme 
ALIRAN 
MONITIS 
ALIRAN 
DUALITI 
UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA 
1. Ada perbuatan 
2. Ada Sifat Melawan Hukum 
3. Tidak Ada Alasan Pembenar  
4. Mampu Bertanggungjawab 
5. Kesalahan  
6. Tidak Ada Alasan Pemaaf 
1. Ada Perbuatan  
2. Ada Sifat Melawan Hukum 
3. Tidak Ada Alasan Pembenar 
UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA 
1.Mampu Bertanggungjawab 
2..Kesalahan 
3.Tidak Ada Alasan Pemaaf  
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pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana,dalam hal ini penulis lebih 
condong ke aliran dualitis karena terdapat kelemahan pada aliran monitis 
dalam hal terjadinya penyertaan tindak pidana.15 
 C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
 Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang 
dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang 
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia 
sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata 
narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan 
madat. 
Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi 
norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. 
Cakupan yang lebih luastersebut selain didasarkan pada faktor-faktor 
diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai 
dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai 
sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
                                                          
15 Amir ilya,  Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 
Yogyakarta,  2012, hlm 38-43 
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peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang 
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, 
mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing 
golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang 
Narkotika. 
 Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis 
narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) 
ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini. 
1.  Narkotika Golongan I 
Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah 
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 
terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
2. Narkotika golongan II 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II 
adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan 
terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 
3.  Narkotika golongan III 
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Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III 
adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan 
dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan.  
Sehubungan dengan adanya penggolongan Narkotika tersebut, 
mengenai jenis-jenis Narkotika golongan I telah di tetapkan dalam 
lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 
sebagaimana terurai di bawah ini. 
Narkotika golongan I terdiri dari : 
1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.  
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh 
dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya 
mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan 
pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.  
3. Opium masak terdiri dari :  
a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui 
suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, 
pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan 
bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi 
suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.  
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b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa 
memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun 
atau bahan lain.  
c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.  
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari 
keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.  
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau 
dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon 
dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara 
langsung atau melalui perubahan kimia.  
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun 
koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan 
kokaina.  
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.   
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan 
semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil 
olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk 
damar ganja dan hasis.  
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk 
stereo kimianya.  
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo 
kimianya.  
11. Asetorfina :3-0-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14 
endoeteno-oripavina.  
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12. Acetil–alfa–metil fentanil N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil] 
asetanilida.  
13.  Alfa-metilfentanil : N-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida  
14. Alfa-metiltiofentanil:N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] 
priopionanilida  
15. Beta-hidroksifentanil:N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] 
propionanilida  
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-
4 piperidil] propio-nanilida.  
17. Desmorfina: Dihidrodeoksimorfina  
18. Etorfina: tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-
oripavina  
19. Heroina : Diacetilmorfina  
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina  
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida  
22. 3-metiltiofentanil: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] 
propionanilida  
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)  
24. Para-fluorofentanil : 4„-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) 
propionanilida  
PEPAP :1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)  
25. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida  
26. BROLAMFETAMINA, nama lain : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -
metilfenetilamina  
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27. DOB  
28. DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol  
29. DMA : ( + )-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina  
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-
6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol  
31. DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol  
32. DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina  
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina  
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole  
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon  
36. ( + )-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-
metilergolina-8 β – LSD, LSD-25 karboksamida 34  
37. MDMA : (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina  
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina  
39. METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on  
40. 4- metilaminoreks : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-
oksazolina  
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina  
42. N-etil MDA : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin  
43. N-hidroksi MDA : (±)-N-[ α -metil-3,4- 
(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina  
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-
dibenzo [b,d] piran-1-ol  
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina  
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46. psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol  
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat  
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina  
PHP,PCPY 
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina  
50. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-
(metilendioksi)fenetilamina MDA  
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) 
sikloheksil]piperidina  
TCP  
52. TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina  
53. AMFETAMINA : (±)- α –metilfenetilamina  
54. DEKSAMFETAMINA : ( + )- α –metilfenetilamina  
55. FENETILINA : 7-[2-[( α -metilfenetil)amino]etil]teofilina  
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin  
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- 
fenilsikloheksil)piperidina  
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (- )-(R)- α -metilfenetilamina 
levamfetamina  
59. Levometamfetamina : ( -)- N, α -dimetilfenetilamina  
60. MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon  
61. METAMFETAMINA : (+ )-(S)-N, α –dimetilfenetilamina  
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon  
34 
 
63. ZIPEPPROL : α - ( α metoksibenzil)-4-( β-metoksifenetil )-1-
piperazinetano  
64. Opium Obat  
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan 
narkotika 
 
Narkotika Golongan II terdiri dari : 
 
1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-
difenilheptana  
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina  
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol  
4. Alfaprodina : alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina  
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-1-il)etil]-  
4-(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida  
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina  
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-  
karboksilat etil ester  
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana  
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4- 
karboksilat etil ester  
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina  
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe 
ridina  
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12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3–heptanol  
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina  
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-
difenilheptana  
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-
1- benzimidazolinil)-piperidina  
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-
pirolidinil)butil]- morfolina  
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida  
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2‟-tienil)-1-butena  
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-
4- karboksilat etil ester  
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik  
21. Dihidromorfina  
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol  
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat  
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena  
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat  
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona  
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6ß,14-diol  
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan 
ekgonina dan kokaina.  
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena  
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30. Etokseridina : asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-
4-  
karboksilat etil ester  
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-
5nitrobenzimedazol  
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-
4- karboksilat etil ester)  
33. Hidrokodona : dihidrokodeinona  
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-
karboksilat etil ester  
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina  
36. Hidromorfona : dihidrimorfinona  
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona  
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona  
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida  
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan  
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N–fenetilmorfinan  
42. Fenoperidina : asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-
4-karboksil Etil ester  
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina  
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-
nitrobenzimidazol  
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima  
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan  
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47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-
(1pirolidinil)butil] morfolina  
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan  
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan  
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona  
51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-
difenilbutana  
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan  
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina  
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina  
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona  
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina  
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 
1difenilpropana karboksilat  
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester  
59. Morfina-N-oksida  
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent 
lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah 
satunya kodeina-N-oksida  
61. Morfina  
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina  
63. Norasimetadol : (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-
difenilheptana  
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64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan  
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona  
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina  
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona  
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona  
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona  
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina  
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil 
ester  
72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat  
73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester  
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-
karboksilat etil ester  
75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-
piperdina-4- Karbosilat armida  
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana  
77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat 
isopropil ester  
78. Rasemetorfan : (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan  
79. Rasemoramida : (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-
butil]- morfolina  
80. Rasemorfan : (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan  
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81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] 
propionanilida  
82. Tebaina  
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona  
84. Tilidina : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1- 
karboksilat  
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina  
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas  
Narkotika Golongan III terdiri dari : 
1. Asetildihidrokodeina  
2. 2.Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil 
butanol propionat  
3. Dihidrokodeina  
4. Etilmorfina : 3-etil morfina  
5. Kodeina : 3-metil morfina  
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina  
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina  
8. Norkodeina : N-demetilkodeina  
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina  
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida  
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-
trimetilpropil]-  
6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina  
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas  
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13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan 
narkotika  
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan 
narkotika  
Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan 
ataumenyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan 
pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna 
narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak 
atau melawan hukum.  
Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan 
kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan 
Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk 
kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. 
2. Tindak Pidana Narkotika 
 Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 
dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang 
merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas 
dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di 
dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan 
lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut 
merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk 
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pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada 
perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan 
kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian 
narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.16 
 Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingan-
kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.Menteri 
Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau 
lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk 
memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, 
koka dan ganja.17 
 Menurut Dr.Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi 
karena beberapa alasan, yaitu : 
1. Faktor intern (dari dalam dirinya)  
a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang 
tua, guru, hukum atau instansi berwenang,  
b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,  
c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan 
yang berbahaya dan penuh resiko,  
d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,  
e. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh 
pengalaman sensasional dan emosional,  
                                                          
16 Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta. 
17 Soedjono Dirjosisworo.1990. hukum narkotika di Indonesia. Bandung .PT. citra Aditya 
bakti. 
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f. Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan 
kurang kesibukan,  
g. Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas 
dan setia kawan,  
h. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.  
2. Faktor Ekstern  
a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda 
ke lembah siksa narkotika,  
b. Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam 
keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), 
renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan 
anak serta antara anak-anaknya sendiri,  
c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan 
menjerumuskan generasi muda atau remaja.  
d. Penyalahgunaan narkotika merupakan wabah yang harus 
mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. 
Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan 
prioritas yang tinggi serta terpadu.  
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Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, 
sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya 
untuk tidak berbuat.18 
Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan 
dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama 
internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha 
sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, 
orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya 
narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, 
mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan 
mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika.19 
3. Unsur – unsur Tindak Pidana Narkotika. 
 Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :  
1. Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, 
menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman 
atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 
112); 
2. Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika golongan I (pasal 113); 
                                                          
18 AW Widjaja 1985 masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika, bandung, 
armico   
19Ruby hardiati Jhony. 2000.diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika, 
Purwokerto. Fakultas Hukum.Unsoed. 
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3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
golongan I (pasal 114);  
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 
golongan I (pasal 115);  
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan 
narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);  
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, 
atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117);  
7. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);  
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
golongan II (pasal 119); 
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 
golongan II (pasal 120);  
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan 
narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121);  
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III 
(pasal 122);  
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12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III 
(pasal 123);  
13.  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan 
III(pasal 124);  
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika 
golongan III (pasal 125);  
15.  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan 
narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);  
16.  Setiap penyalah guna : (pasal 127 ayat 1)  
a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri  
b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri  
c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri  
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang 
sengaja tidak melapor (pasal 128);  
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)  
a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  
b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  
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c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan 
Narkotika;  
d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 
prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.  
 Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan 
sebagai berikut : 
1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara 
dalam waktu tertetentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana 
tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan 
tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).  
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana 
Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun 
dan seumur hidup.  
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara 
kumulatif (terutama penjara dan denda);  
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana 
minimal khusus (penjara maupun denda);  
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului 
dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, 
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dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak 
belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).  
Menurut Barda Nawawi Arief,kebijakan kriminalisasi dari Undang-
undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-
undang itu, terutama tujuan : 
1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 
narkotika/psikotropika, dan  
2. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.  
Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang 
Narkoba terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran „narkobanya‟-nya 
(mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran 
sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada 
kekayaan („property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana 
“narkobanya” nya itu sendiri.  
Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan 
penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu 
tindak pidana.Van Hameltelah mengartikan pelaku dari suatu tindak 
pidana dengan membuat suatu definisi sebagai berikut : 
“Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau 
kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat 
di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah 
dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara 
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tegas,jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah 
melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.20 
Pengertian Doen pleger atau yang menyuruh lakukan itu merupakan 
salah satu bentuk deelneming yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP. 
Mengenai pengertian doen pleger atau yang menyuruh melakukan, 
Sumaryanti memberikan penjelasan tentang hal tersebut yaitu sebagai 
berikut : 
“Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini sedikitnya 
ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh 
(pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, 
akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun ia tetap dipandang 
dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana”21 
 
 
D. Pegawai negeri sipil 
1. Pengertian 
Dari segi tata bahasa kepegawaian mempunyai asal kata pegawai, 
yang diberi awalan dan akhiran sehingga mengubah arti kata asalnya 
seperti yang di kemukakan oleh Buchari Zainun sebagai berikut: Pegawai 
adalah kata benda berupa orang-orang atau sekelompok orang yang 
mempunyai status tertentu, karena pekerjaannya pegawai pun dalam 
bahasa Jawa dari kata gawai atau kerja. Sedangkan kepegawaian 
berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait dengan pegawai 
yang oleh sesuatu organisasi dipertimbangkan untuk menjadi urusan 
organisasi tersebut. Ini berarti bahwa apa yang tercakup dalam 
                                                          
20 Lamintang, 1984,Hukum Penitersier Indonesia. Alumni , Bandung. Hal. 556 
21 Sumaryanti, 1987.peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas.Bina 
Aksara,Jakarta.   
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kepegawaian itu berbeda untuk setiap organisasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif.22 
Pengertian ini jika dikaitkan dengan keberadaan Negara sebagai 
suatu organisasi, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri yang akan 
melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Dalam 
konteks ini, pegawai negeri dapat dikatakan sebagai pekerja atau staf 
pada organisasi pemerintah maupun instansi perusahaan milik Negara 
dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang diatur dan 
sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.23 
Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia 
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang yang diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi 
tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dari konsep ini pegawai negeri dapat 
diabstraksikan sebagai berikut:  
a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan  
b. Digaji menurut peraturan pemerintah  
c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri  
Pengertian pegawai negeri juga dapat dilihat pada penjelasan 
Moekdijad yang melihatnya dari perspektif administrasi dari 
pemerintahan.Pegawai negeri adalah mereka yang diangkat dalam 
                                                          
22 Zainun, Buchari. Administrasi dan Managemen Kepegawaian Pemerintah Negara 
Indonesia.PT.Toko Gunung Agung. 1995 
23 Ibid., hlm 75 
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jabatan pemerintah oleh pembesar yang berwenang dan diberi gaji 
anggaran belanja Negara, maka anggaran belanja pegawai serta segala 
sesuatu harus menurut peraturan yang berlaku. 
2. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil 
Kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah, abdi 
Negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan 
pembangunan.Pada hakekatnya bahwa antara pegawai negeri dengan 
masyarakat terdapat suatu hubungan kerja. Terhadap pola hubungan ini 
logeman mengemukakan teorinya atas dasar ukuran materil bahwa 
pegawai adalah setiap pejabat yang mempunyai suatu hubungan dinas 
dalam Negara.24Dalam hubungan dinas itu mereka harus/wajib melakukan 
jabatan-jabatan yang ditugaskan kepada mereka.  
Hubungan ini ada bila seseorang itu (pegawai) meningkatkan diri 
untuk menundukkan dirinya pada pemerintah dari perintah untuk 
melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu yang kemudian 
dihargai dengan gaji dan beberapa keuntungan lainnya. Untuk 
mengetahui hak-hak pegawai negeri sipil di Indonesia maka harus dilihat 
peraturan tentang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu 
UU No.13 1999, hak-hak PNS dalam peraturan ini diatur dalam pasal 
7,8,9 antara lain :   
a. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai 
dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya dan harus 
                                                          
24Ibid hlm. 82 
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mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya 
.  
b. Setiap pegawai negeri berhak atas cuti.  
c. Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan 
dalam dan karna menjalankan kewajibannya berhak 
memperoleh perawatan.  
d. Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat 
rohani dalam dan karna menjalankan tugas dan kewajibannya 
yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan 
apapun juga berhak memperoleh tunjangan.  
e. Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak 
memperoleh uang duka.  
f. Setiap pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan berhak atas pensiun . 
Hak-hak dasar Negara yang terkandung dalam undang-undang 
1945 merupakan hak-hak dasar manusia (hak asasi) yang merupakan 
seperangkat yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk 
hidup dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, 
hukum, pemerintah yang lain, demi perlindungan harkat dan martabat 
manusia dari pemahaman ini, jelaslah bahwa Negara dalam menjamin hak 
warga Negara harus menyeluruh tanpa diskriminatif terhadapa seluruh 
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warga Negara dan tidak hanya pada aturan hukum melainkan teraplikasi 
dalam kehidupan yang nyata.25 
3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil  
Kewajiban PNS adalah segalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau 
boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban PNS 
tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 
a. Kewajiban yang berhubungan dengan tugas didalam jabatan ; 
Kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja 
masing-masing PNS.  
b. Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan PNS pada 
umumnya ; kewajiban ini terkait dengan kedudukan PNS sebagai 
unsur aparatur  
Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Dapat dirinci sebagai 
berikut : 
1) Kewajiban yang ditetapkan dalam UU No.8 tahun 1974 tentang 
pokok-pokok kepegawaian ; 
2) Kewajiaban menurut peraturan disiplin pegawai ; 
3) Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan 
perceraian bagi PNS;  
                                                          
25 Abu Syuqqah, Abdul Halim, Kebebasan Wanita. Jakarta: Gema Insani,1999. Hlm. 33   
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4) Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika 
tidak masuk kerja ; 
5) Kewajiban menjaga keamanan Negara dalam menyimpan surat-
surat rahasia ; 
6) Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan 
larangan penerimaan pemberian hadiah; 
 
E. Alasan Pengecualian, Pemberatan dan Periganan Pidana. 
1. Alasan pengecualian atau strafuitsluitingsgronden 
Keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili 
seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapatmenjatuhkan sesuatu 
hukuman terhadap pelaku tersebut disebut “strafuittsluitingsgronden atau 
dasar-dasar yang meniadakan hukuman26”. 
Dasar-dasar peniadaan pidana yang menyebabkan tidak dipidananya 
pembuat yang bersifat umum dalam undang-undang 
(strafuittsluitingsgronden) harus dibedakan dengan hal-hal yang 
menyebabkan tidak dapat dituntunya si pembuat 
(vervolgingsuitsluitingsgronden) walaupun bagi kedua-duanya sama,ialah 
si pembuat pada kenyataannya tidak dipidana karena perbuatannya. 
Pada hal yang disebutkan pertama (strafuittsluitingsgronden),jaksa 
penuntut umum telah mengajukan surat dakwaan. Terdakwa telah 
                                                          
26 P.A.F. Lamintan, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung:  1997) hlm 386 
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diperiksa dalam sidang pengadilan,bahkan telah diajukannya requistoir 
(tuntutan) oleh jaksa penuntut, dan telah terbukti terwujudnya tindak 
pidana itu oleh si pembuat. Namun, karena terdapat hal-hal yang 
membuat tidak dipidananya si pembuat, majelis hakim tidak menjatuhkan 
pidana (veroordeling) kepadanya, melainkan menjatuhkan putusan 
pelepasan dari tuntutan hukum (onslag van alle recbtsvervolging). 
Putusan (disebut vonis) itu dijatuhkan terhadap pokok perkaranya atau 
terhadap tindak pidana yang didakwakan. 
Undang-undang tidak melarang jaksa penuntut umum untuk 
menghadapkan tersangka ke sidang pengadilan dalam hal adanya dasar 
peniadaan pidana. Berbeda pada hal yang disebutkan kedua, karena 
pada alasan/dasar peniadaan penuntutan yang tidak membenarkan jaksa 
penuntut umum untuk mengajukan tersangka ke sidang pengadilan 
(menuntutnya), misalnya tanpa adanya pengaduan mengajukan juga si 
pembuat tindak pidana aduan kesidang pengadilan,penetapan majelis 
hakim akan berisi bahwa jaksa penuntut umum tidak berwenang menuntut 
(niet-ontvankelijk verklaring van bet openbaar ministerie), tidak diperlukan 
membuktikan tentang telah terwujudnya atau tidaknya tindak pidana 
itu,artinya pokok perkara tidak perlu diperiksa oleh majelis sehingga juga 
tidak diputus pokok perkaranya. Majelis hanya memutus tentang tidak 
berwenangnya Negara (in casu jaksa PU) menuntut perkara itu. Tindakan 
yang dilakukan majelis hakim ini bukanlah vonis, tetapi berupa penetapan 
(bescbiking) belaka. 
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Akibat hukum dari putusan pelepasan dari tuntutan hukum dengan 
penetapan yang berisi penuntut umum tidak berwenang mengadili juga 
mengandung perbedaan yang mendasar. Karena putusan lepas dari 
tuntutan hukum mengenai tindak pidana yang didakwakan atau mengenai 
pokok perkara, putusan itu tunduk pada ketentuan ayat (1) pasal 76 
KUHP. Aritnya setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap 
(kracbt van gewijsde zaak), perbuatan tidak dapat diajukan penuntut 
kedua kalinya. Akan tetapi, terhadap penetapan yang berisi penuntut 
umum tidak berwenang menuntut, karena bukan mengenai hal tindak 
pidana yang didakwakan, maka penetapan Majelis Hakim itu tidak tunduk 
pada ketentuan pasal 76 KUHP. Ketika dasar peniadaan penuntutan itu 
yang telah ditiadakan, misalnya dalam tindak pidana aduan telah 
dipenuhinya syarat pengaduan, maka terhadap pembuat, jaksa penuntut 
umum wajib mengajukan tuntutan ke sidang pengadilan kembali. 
Disamping perbedaan diatas, juga terdapat perbedaan dalam hal 
perlawanan terhadap kedua putusan itu. Dalam hal itu menerima putusan 
yang berisi “pelepasan dari tuntutan hukum”, maka dapat diajukan 
perlawanan kasasi ke mahkama Agung. Sementara itu, apabila tidak 
menerima penetapan majelis hakim yang berisi “Negara tidak berwenang 
menuntut”, maka dapat diajukan perlawanan (verzet) ke Pengadilan 
Tinggi. 
Dalam praktik, apabila jaksa penuntut umum mengajukan juga 
terdakwa ke sidang pengadilan, maka setelah surat dakwaan dibacakan, 
terdakwa atau penasihat hukumnya, kemudian mengajukan dan 
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membacakan eksepsi perihal adanya dasar peniadaan penuntutan ini, 
kemudian majelis hakim akan memeriksa tentang kebenaran eksepsi jika 
benar terbukti, majelis akan memutus “tuntutan penuntut umum tidak 
dapat  diterima.” 
Undang-undang (Bab III KUHP) menentukan tujuh dasar yang 
menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat ini, ialah: 
a. Adanya ketidak mampuan bertanggungjawab si pembuat 
(ontoerekeningsvatbaarbeid, pasal 44 Ayat 1); 
b. Adanya daya paksa (overmacbt); 
c. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer, pasal 49 Ayat!); 
d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
(noodwerexes,Pasal 49 Ayat 2); 
e. Karena sebab menjalankan perintah UU (Pasal 50); 
f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 
Ayat 1); dan  
g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan 
I’tikad baik (Pasal 51 Ayat 2). 
Menuntut doktrin hukum pidana,tujuh hal penyebab tidak 
dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan 
menjadidua dasr, yakni (1) atas dasar pemaaf (scbulduitsluitingsgronden), 
yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya 
mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat; dan (2) atas 
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dasar pembenar (recbtvaardingingsgronden), yang bersifat objektif dan 
melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. 
Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam pasar 
pemaaf yaitu: 
a. Ketidakmampuan bertanggung jawab; 
b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan  
c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan I’tikad 
baik. 
Sementara itu, yang selebihnya, masuk ke dalam dasar pembenar 
yaitu; 
a. Adanya daya paksa; 
b. Adanya pembelaan terpaksa; 
c. Sebab menjalankan perintah UU; 
d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah. 
Tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf (fait d’excuse) 
walaupun perbuatannya terbukti melanggar UU, yang artinya 
perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang 
atau hapusnya kesalahan pada diri  si pembuat, perbuatannya itu tidak 
dapat dipertanggungjawabkan (ontoerekeningsvatbaarbeid) kepadanya. 
Dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Contohnya orang gila memukul 
orang lain sampai luka berat. 
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Berlainan dengan alasan pembenar, tidak dipidananya si pembuat, 
karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya 
perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah 
memenuhi unsure tindak pidana, tetapi karena hapus sifat melawan 
hukum pada perbuatan itu, si pembuatnya tidak dapat dipidana. 
Contohnya, petinju yang bertanding di atas ring memukul lawannya 
hingga luka-luka, bahkan hingga mati. 
Walaupun Memorie van toelicbtin (MvT) tidak secara tegas 
membedakan antara dasar pemaaf dengan dasar pembenar seperti di 
atas, tapi pada dasarnya juga membagi antara: (1) dasar peniadaan 
pidana yang berasal dari dalam batin si pembuat, yakni Pasal 44 Ayat ke-
1; dan (2) dasar peniadaan pidana yang berasal dari luar batin si 
pembuat, yakni Pasal 48, 49, 50, dan 51.27 
2. Alasan Pemberatan Pidana 
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana 
umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan 
pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala 
macam tindak pidana, baik yang diluar kodifikasih maupun tindak pidana 
diluar KUHP. Dasar pemberatan tindak pidana khusus adalah rumusan 
dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk 
tindak pidana yang lain. 
 
                                                          
27 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian II, jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, 
hlm 16-19. 
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a. Dasar pemberatan pidana umum 
Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan 
diperberatnya pidana umum, ialah: 
1. Dasar pemberatan karena jabatan;  
2. Dasar pemberatan karena mengunakan bendera kebangsaan; 
3. Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive); 
 
1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang 
rumusan lengkapnya adalah: “bilamana seorang pejabat karena 
melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai 
kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena 
jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. 
Dasar pemberat pidana tersebut dalam pasal 52 ini adalah terletak 
pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai 
negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana 
dengan: 
a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; 
b. Memakai kekuasaan jabatannya; 
c. Mengunakan kesempatan karena jabatannya; 
d. Mengunakan sarana yang diberikan karena jabatannya; 
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Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah 
sepertiga, adalah bagi seseorang pejabat atau pegawai negeri 
(ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau 
mengunakan 4 keadaan tersebut diatas. Walaupun kualitas pegawai 
negeri dalam pasal ini sama dengan kualitas subjek hukum pada 
kejahatan-kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII buku II dan pelanggaran 
jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan 
Pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun 
pelangaggaran jabatan tersebut., melainkan berlakunya pada kejahatan 
dan pelanggaran yang lain, sebabnya ialah pidana yang diancam pada 
kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitas sebagai 
pegawai negeri itu telah diperhitungkan.28 
2. Dasar pemberat karena mengunakan bendera kebangsaan. 
Melakukan suatu tindak pidana dengan mengunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a, KUHP yang bunyi 
lengkapnya adalah: 
“Bilamana pada waktu melakukan kejhatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, Pidana untuk kejabatan tersebut 
dapat ditambah sepertiga.” 
Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-
undang No. 73 Tahun 1985 (Lembaran Negara No. 127 Tahun 1985). 
Alasan pemberatan pidana yang diletakkan pada penggunaan bendera 
                                                          
28 Ibid, hlm 73-74. 
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kebangsaan ini, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, dapat 
menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah 
sesuatu perbuatan yang resmi, sehingga oleh karennya dapat 
memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya 
melakukan kejahatan  
Dalam Pasal 52a KUHP ini tidak ditentukan tentang bagaimana 
caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu 
melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara 
apa pun, yang penting kejahatan itu terwujud. 
3. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (recidive) 
Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat 
(sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang 
pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah 
dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, 
disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. 
Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar 
pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnyamelakukan 
tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang 
ditetapkan undang-undang.29 
 
 
                                                          
29 Ibid, hlm 79-81 
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b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana 
khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas 
ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan,hal sebab 
diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan khusus, karena 
hanya berlaku pada tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar 
pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang 
dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada 
tindak pidana lain. 
Dilihat dari berat-ringan ancaman pidana pada tindak pidana 
tertentu yang sama macam atau kualifikasinya, maka dapat dibedakan 
dalam tindak pidana dalam bentuk pokok (bentuk standard), bentuk yang 
lebih berat (gequalificeerde)dan bentuk yang lebih ringan 
(geprivilegeerde). Pada pasal mengenai tindak dalam bentuk pokok 
dirumuskan secara lengkap (sempurna) unsur-unsur (kecuali seperti Pasal 
351,penganiayaan), artinya rumusan dalam bentuk pokok mengandung 
arti yuridis dari (kualifikasi) jenis tindak pidana itu, yang ancaman 
pidananya berada di antara bentuk yang diperbuat dan bentuk yang 
diperingan. Contoh tindak pidana jenis tertentu dalam bentuk pokok: 
dengan kualifikasih pencurian (362 KUHP) , penipuan (oplichting) dalam 
Pasal 378, penggelapan (372 KUHP), pembunuhan (338), (351 ayat 1 
KUHP), perusakan barang (406), dan lain-lainnya. Sedangkan dalam 
bentuk yang diperbuat: 
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 Dalam jenis/kualifikasi pencurian dirumuskan dalam Pasal 363 
dan 365 KUHP; 
 Dalam jenis penipuan (oplichting) tidak ada dalam bentuk yang 
diperberat, tapi ada dalam bentuk yang diperingan (Pasal 379); 
 Kualifikasi penggelapan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 
374 dan 375 KUHP; 
 Kualifikasih pembunuhan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 
339 dan 340 KUHP; 
 Kualifikasi penganiayaan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 
351 Ayat (2,3); Pasal 353 Ayat (1,2,3); Pasal 354 Ayat (1,2), 
Pasal 355 Ayat (1,2); 356 KUHP; 
 Kualifikasi perusakan barang bentuk diperberatnya ada Pasal 
408, 409, 410 KUHP. 
Sebagai cirri dari tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah 
harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah 
lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat memberatkan. 
Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar 
pemberatan pidana khusus itu. Unsur khusus ini berupa unsur tambahan 
atau ditambahkan pada unsur-unsur tindak pidana jenis yang 
bersengkutan dalam bentuk pokok, yang dirumuskan menjadi tindak 
pidana yang berdiri sendiri dengan diancam dengan pidana yang lebih 
berat dari bentuk pokoknya. Jadi untuk membuktikan tindak pidana jenis 
itu yang diperberat haruslah membuktikan unsur-unsur yang ada dalam 
rumusan bentuk pokoknya terlebih dulu (walaupun dalam pasal yang 
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bersangkutan unsur-unsur dalam bentuk pokok itu tidak diulang dengan 
merumuskannya lagi, melainkan hanya disebut kualifikasihnya atau 
disebut pasal bentuk pokoknya), barulah membuktikan adanya unsur 
khusus dari bentuk yang diperberat.30 
 
3. Alasan Periganan Pidana  
Dari sudut luas berlakunya, dasar-dasar diperingankannya pidana 
terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu 
dasar-dasar diperingankannya pidana umum dan dasar-dasar 
diperingankannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak 
pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak 
pidana khusus tertentu saja. 
a. Dasar-dasar periganan pidana umum 
1. Menurut KUHP: Belum Berumur 16 Tahun 
Bab III Buku KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, 
mengurangkan atau memberatkan pidana. tentang hal yang memperingan 
(mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46 dan 47. Akan tetapi 
sejak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahub 2012 ketiga pasal itu 
tidak berlaku lagi (pasal 67). Kini ini hanya penting dari segi sejarah 
hukum pidana, khususnya pidana anak.31 
                                                          
30 Ibid, hlm 88-90 
31 Ibid, hlm 97 
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2. Menurut UU No. 11 Tahun 2012: Anak yang umurnya telah 
mencapai 12 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum perna kawin.  
Dasar peringanan pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012, terdapat 2 
(dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: pertma mengenai: 
umurnya (telah 12 tahun tapi belum 18 tahun) dan yang kedua mengenai: 
belum perna menikah. Dalam system hukum kita, selain berumur juga 
perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan seseorang.32 
3. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan  
Menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak 
selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang 
membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya 
dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang 
dilakukan. Berarti di sini ada periganan pidana, jika dibandingkan dengan 
pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (pleger: pelaku 
pelaksana) sendiri. Tetapi sesungguhnya percobaan dan pembatuan ini 
adalah berupa dasar peringanan yang semu, bukan dasar peringan yang 
sebenarnya. 
b. Dasar-dasar periganan pidana khusus 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu, 
yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu 
                                                          
32 Ibid, hlm 100 
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saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar 
peringan khusus ini tersebar didalam pasal-pasal KUHP. 
Untuk  dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih ringan 
tentu ada perbandingan. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah ada unsur 
yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. 
Tindak pidana bandingannya atau pembandingnya itu ada 2 (dua), yaitu: 
1.  Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut 
juga bentuk biasa atau bentuk standar (eenvoudige delicten); 
2. Kedua, pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok0, 
tetapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
33 Ibid, 105- 106 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dikota barru berlokasi pada Pengadilan 
Negeri Barru. Alasan di pilihnya tempat tersebut sebagai tempat penelitian 
adalah karena Pengadilan Negeri barru merupakan tempat diajukannya 
perkara dan tempat memutuskan perkara-perkara yang diajukan oleh 
jaksa penuntut umum. 
B. Jenis Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder.Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
responden melalui wawancara terbuka dan pertanyaan langsung. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dan di kumpulkan malalui literatur, 
internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-
undangan, koran, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 
masalah yang sedang diteliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Kepustakaan (Library research) 
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teori dari 
objek kajian.Dengan cara, mempelajari berbagai referensi berupa buku-
buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, laporan media 
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cetak,tulisan-tulisan para sarjana, dan perundang-undangan yang relevan 
dengan permasalahan yang akan diteliti. 
2. Wawancara 
Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab langsung 
kepada pihak responden dalam hal ini pihak-pihak yang terkait, yaitu 
Polisi, Jaksa, dan Hakim menyangkut objek penelitian. 
D. Teknik Analisis Data 
Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam 
penelitian ini maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif 
kemudian mendeskripsikannya kedalam sebuah konklusi umum yang 
akan penulis rampungkan kemudian dalam bentuk laporan hasil penelitian 
(skripsi). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Penyalagunaan Narkotika Golongan 1 Oleh Pegawai Negeri Sipil 
(Putusan No. 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br)  
 
1. Posisi Kasus  
Terdakwa Andi Ikbar Darmasi Bin A. Idris pada hari Minggu 
tanggal04 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidak-
tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di kel. Sumpang Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru atau setidak-tidaknya pada suau tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan 
percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai 
berikut ; 
Pada hari tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 16.00 wita 
terdakwa memesan shabu-shabu pertama kali kepada Imran R. Bin Abd. 
Rauf sebanyak paket 300 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah), kemudian pada tanggal 01 desember 2011 terdakwa kembali 
memesan shabu-shabu kepada Imran R. Bin Abd. Rauf dengan yang 
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sama dan shabu-shabu tersebut terdakwa pakai dengan cara diletakkan 
diatas alumunium foil lalu dibakar dan dari hasil pembakarannya yang 
berupa asap terdakwa hisap dengan menggunakan pipet dimana aktifitas 
tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa ditemani oleh orang lain ; 
Pada tanggal 02 Desember 2011 terdakwa kembali memesan 
shabu-shabu sebanyak paket 500 kepada Imran R. Bin Abd. Rauf melalui 
telepon tetapi pada waktu itu Imran R. Bin Abd. Rauf sedang berada di 
Makassar lalu Imran R. Bin Abd. Rauf menelfon temannya yaitu A. Muh. 
Nasir Bin A. Atu untuk mencari shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram 
kemudian A. Muh. Nasir Bin A. Atu berangkat ke kab. Sidrap untuk 
mencari shabu-shabu tersebut A. Muh. Nasir Bin A. Atu banyak 
mengetahui tentang peredaraan shabu-shabu di kab. Sidrap setelah A. 
Muh. Nasir Bin A. Atu mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian A. 
Muh. Nasir Bin A. Atu pulang menuju ke Kab. Barru dan pada saat di 
daerah sekitar cempa Kab. Barru A. Muh. Nasir Bin A. Atu ditangkap oleh 
petugas dari kepolisian karena kedapatan membawa barang bukti berupa 
shabu-shabu yang diletakkan dibawah jok motor milik A. Muh. Nasir Bin A. 
Atu lalu setelah petugas mengamankan A. Muh. Nasir Bin A. Atu dan 
melakukan pengembangan diketahui bahwa A. Muh. Nasir Bin A. Atu 
disuruh oleh Imran R. Bin Abd. Rauf kemudian petugas mendatangi Imran 
R. Bin Abd. Rauf yang selanjutnya mengamankanImran R. Bin Abd. Rauf, 
hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh petugas didapatkan bahwa 
barang bukti tersebut adalah pesanan dari terdakwa maka pada tanggal 
05 Desember 2011 petugas dari kepolisian mendatangi terdakwa yang 
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sedang berada di kantornya dan menanyakan kepada terdakwa kalau 
barang tersebut adalah pesanan dari terdakwa dan dijawab oleh terdakwa 
bahwa benar barang tersebut adalah pesanan dari terdakwa yang akan 
digunakan oleh terdakwa sendiri maka petugas kepolisian langsung 
mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi 
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 
Pada saat itu terdakwa bukan kapasitas sebagai orang yang telah 
diberi izin oleh pemerintah untuk menggunakan narkotika golongan 1 atau 
shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari yang 
berwenang, dan terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tersebut 
dilarang sehingga terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut “tanpa 
hak atau melawan hukum”. 
 
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminal Barang Bukti Psikotropika pada Pusat Laboratorium 
Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1380/KNF/XII/2011 
Tanggal 06 Desember 2011 yang dalam kesimpulannya 
menyatakan bahwa barang bukti urine milik A. Ikbar Darmasi 
Bin. A. Idris adalah benar mengandung metamfetamina dan 
terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU. RI No. 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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2. Dakwaan 
Adapun surat Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu 
Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan yang 
didakwaa yaitu : 
- Melanggar Pasal 132 Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 
No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  atau 
- Melanggar Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika.  
 
3. Alat Bukti yang Dipergunakan dalam Pembuktian. 
a. Keterangan saksi dan terdakwa  
Adapun keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana 
termaksud dalam putusan adalah sebagai berikut: 
1. Saksi IMRAN R. BIN ABD RAUF;Dibawah sumpah, menerangkan 
sebagai berikut : 
 Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 04 Desember 
2011 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di rumah terdakwa di 
Jl. Mappalasiling, kel. S. Binangae, kec. Barru, Kabupaten  
Barru ; 
 Bahwa pada waktu itu terdakwa menelfon saksi tetapi pada saat 
itu saksi tidak mengangkat teleponnya karena sedang tidur dan 
setelah bangun saksi kemudian menelfon terdakwa dan 
terdakwa mengatakan kepada saksi minta tolong untuk 
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dicarikan barang lalu dijawab oleh saksi “nanti saya carikan 
karena sekarang saya sedang berada di Makassar” ; 
 Bahwa barang yang dimaksud tersebut adalah shabu-shabu ; 
 Bahwa pada waktu itu saksi langsung menelfon A. muh Nasir 
untuk dicarikan shabu-shabu ; 
 Bahwa shabu-shabu yang dipesan oleh A. muh Nasir tidak saksi 
dapatkan kerena A. muh Nasir tertangkap lebih dahulu oleh 
petugas dari kepolisian ; 
 Bahwa sebelumnya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu terdakwa 
perna memesan shabu-shabu kepada saksi tetapi shabu-shabu 
tersebut tidak sampai kepada terdakwa ; 
 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering 
mengunakan shabu-shabu atau tidak ; 
 Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memesan shaub-shabu 
untuk diri sendiri ; 
 Bahwa seingat saksi terdakwa telah memesan shabu-shabu 
sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua paket 300 (tiga 
ratus) dan ketiga paket 500 (lima ratus) ; 
 Bahwa sewaktu memesan yang pertama kali saksi tidak berhasil 
dapatkan, yang kedua saksi dapatkan tetapi saksi pakai sendiri 
dan tidak sampai ke terdakwa dan yang ketiga kali saksi 
dapatkan namun tidak sampai ke terdakwa karena saksi 
ditangkap oleh petugas dari kepolisian; 
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 Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya memesan 1 (satu) paket 
500 (lima ratus) namun tidak jelas berapa gram beratnya; 
 Bahwa shabu-shabu yang dipesan oleh saksi A. muh Nasir 
didapatkan di kabupaten sidrap harga paketnya adalah Rp. 
1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 
berat ± 0,9  gram ; 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang 
benar dan ada yang tidak benar (yang tidak benar adalah terdakwa tidak 
memesan melainkan hanya bertanya) ; 
2. Saksi A. MUH. NASIR BIN A. ATU ;Dibawah sumpah, 
menerangkan sebagai berikut : 
 Bahwa kejadian pada hari minggu, tanggal 04 Desember 2011 
sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. 
Mappasiling, Kel. S. Binangae, kec Barru, Kabupaten Barru ; 
 Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa melainkan hanya 
mengenal Imran R ; 
 Bahwa pada waktu Imran R menelfon saksi dan kemudian saksi 
disuruh oleh Imran R untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak 1 
(satu) gram ; 
 Bahwa Imran R sudah 2 (dua) kali memesan shabu-shabu 
kepada saksi yang pertama sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu 
bulan 9 (Sembilan) dan yang kedua tidak berhasil karena saksi 
ditangkap oleh petugas kepolisian ; 
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 Bahwa Imran R tidak perna menceritakan kepada saksi kalau 
shabu-shabu tersebut mau dipakai oleh orang lain ; 
 Bahwa Imran R pada waktu itu tidak menyerahkan langsung 
uang untuk dibelikan shabu-shabu melainkan uang tersebut 
saksi ambil di gerai ponsel atas suruhan Imran R ; 
 Bahwa shabu-shabu tersebut saksi beli untuk Imran R ; 
 Bahwa Imran R sering memesan shabu-shabu kepada saksi 
karena mengetahui saksi biasa membeli shabu-shabu dari 
kabupaten sidrap ; 
 Bahwa shabu-shabu tersebut saksi dapatkan dari lelaki yang 
bernama ENAL di kabupaten sidrap ; 
 Bahwa shabu-shabu tersebut saksi beli dengan harga Rp. 
1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 
berat ± 0,9 gram ; 
 Bahwa setelah ditangkap oleh petugas saksi baru mengetahui 
kalau shabu-shabu tersebut adalah pesanan terdakwa ; 
 Bahwa setelah dari kabupaten sidrap membawa shabu-shabu 
terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian di sekitar 
daerah cempa, Kabupaten Barru ; 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; 
 
3. Saksi IKLAS BIN H.ADAM ; 
Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ; 
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 Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 04 Desember 
2011 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di rumah terdakwa di 
Jl. Mappasiling, Kel. S. Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru ; 
 Bahwa sebelum terdakwa tertangkap A. Muh Nasir ditangkap 
pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 dan Imran R 
ditangkap pada hari senin tanggl 05 Desember 2011 sekitar jam 
07:00 Wita dan itu merupakan hasil pengembangan dari A. Muh 
Nasir dan kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 10:00 
Wita hasil pengembangan dari keduanya kami pihak dari 
kepolisian kemudian menangkap terdakwa dibelakang kantor 
Daerah Kabupaten Barru ; 
 Bahwa sewaktu dilakukan penengkapan terhadap diri terdakwa 
tidak ditemukan barang bukti pada tubuh terdakwa dan setelah 
itu terdakwa diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan 
pemeriksaan urine ; 
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ; 
4. Saksi HASRUL BIN H. ISTAT (Verbalisan) ; 
Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ; 
 Bahwa saksi adalah petugas yang menyidik A.Muh. Nasir, Imran 
R dan terdakwa ; 
 Bahwa saksi menyidik pada hari senin, tanggal 12 Desember 
2011 sekitar jam 10:00 Wita hingga siang hari ; 
 Bahwa pada hari itu saksi didampingi oleh pak Suaib yang 
merupakan petugas dari kepolisian ; 
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 Bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap para saksi dan 
terdakwa dengan cara mengambil keterangannya satu persatu, 
artinya pada satu saksi dapat diperiksa yang lainnya berada 
diluar; 
 Bahwa pemeriksaan itu dilakukan dengan cara tanya jawab dan 
menggunakan bahasa Indonesia; 
 Bahwa jawaban saksi dan terdakwa langsung diketik setelah 
yang diperiksa memberikan keterangan ; 
 Bahwa setelah pemeriksaan selesai, saksi memberikan 
kesempatan kepada yang diperiksa untuk membaca kembali 
keterangan yang diberikan ; 
 Bahwa menurut keterangan Imran.R harga shabu-shabu 
tersebut Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu lima puluh 
ribu rupiah) per gramnya ; 
 Bahwa menurut keterangan Imran.R yang memesan shabu-
shabu adalah terdakwa dan terdakwa sudah memesan shabu-
shabu sudah 3 (tiga) kali ; 
 Bahwa pesanan yang pertama dan yang kedua berhasil sampai 
di tangan terdakwa tetapi pesanan yang ketiga tidak berhasil 
sampai ke tangan terdakwa karena waktu itu Muh.Nasir lebih 
dahulu tertangkap oleh petugas dari kepolisian ; 
 Bahwa kedua pesanan yang dipesan oleh terdakwa adalah 
paket shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah) perpaketnya ; 
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 Bahwa menurut keterangan terdakwa memang benar ia yang 
memesan shabu-shabu tersebut dari Imran.R 
5. Saksi HASRUL JAFAR BIN MUH. JAFAR ; 
Keterangannya dibacakan dan pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut ; 
 Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 04 Desember 
2011 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di rumah terdakwa di 
JL. Mappasiling, Kel. S. Binangae, Kec. Barru, Kabupaten 
Barru ; 
 Bahwa sebelum terdakwa ditangkap A.Muh Nasir ditangkap 
pada hari minggu tanggal 04 Desember 2011 dan Imran.R 
ditangkap pada hari senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar 
jam 07:00 Wita dan itu hasil pengembangan dari A.Muh Nasir 
dan kemudian pada hari kemudian pada hari yang sama sekitar 
pukul 10:00 Wita hasil pengembangan dari keduanya kami 
pihak dari kepolisian kemudian menangkap terdakwa 
dibelakang kantor Daerah Kabupaten Barru ; 
 Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 
tidak ditemukan barang bukti dari tubuh terdakwa dan setelah 
itu terdakwa diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan 
pemeriksaan urine ; 
Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar; 
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b. Visum et Repertum  
 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 
labfor cabang Makassar No. Lab : 1380 / KNF / XII / 2011 tanggal 06 
Desember 2011, setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh 
kesimpulan, bahwa urine milik terdakwa ANDI IKBAR DARMASI Bin 
A.IDRIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar 
dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang RI.No 35 
tahun 2009 tentang narkotika dan terdakwa sama sekali tidak 
mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan 
Narkotika jenis sabu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I 
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
4. Tuntuan Penuntut Umum 
Tuntutan penuntut umum yang dibacakan pada persidangan hari 
kamis, Tanggal 22 Maret 2012, dengan fakta-fakta yang terungkap 
dipemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, 
petunjuk dan keterangan terdakwa maka penuntut umum yang pokoknya 
menuntut agar mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan : 
1. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu : pertama 
Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 
Tahun 2009 dan kedua terdakwa didakwa Pasal 127 ayat (1) 
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huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang 
narkotika. 
2. Bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan 
keterangan saksi-saksi dan di hubungkan dengan barang bukti, 
maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa 
dakwaan alternative kedua yang dapat diterapkan dalam 
perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan 
di ancam pidana paling lama 4 (empat) tahun. 
 
5. Amar putusan  
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa ANDI IKBAR DARMASI BIN A. IDRIS 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “ Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri 
sendiri “; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditetapkan ; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Menetapkan barang bukti ; 
- 1 (satu) buah handpone (hp) merk Nokia tipe 2600 warna biru; 
Dirampas untuk Negara ; 
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- 1 (satu) kartu SIM dengan nomor 085215431425 
Dirampas untuk dimusnahkan ; 
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.500,- 
(dua ribu lima ratus rupiah) ; 
 
6. Analisis Penulis 
Dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum 
dengan dakwaan alternatif yaitu, pertama : didakwa dengan pasal 
132 Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan kedua : 
didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Narkotika ; 
Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim 
akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan 
Kesatu dan Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim 
bahwa dakwaan kedua yang memiliki potensi bersesuaian dengan 
fakta persidangan. 
Hal ini di ungkapkan dalam wawancara terhadap ERNAWATI, 
SH selaku majelis hakim yang memutus perkara tersebut pada 
tanggal 05 april 2012. 
Adapun unsur-unsur pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a 
UU No.35 Tahun 2009, sebagai berikut : 
- Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I 
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- Unsur bagi diri sendiri 
1. Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I 
Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah tiap orang 
orang yang mengunakan narkotika tanpa hak atau melawan 
hukum, bahwa saat itu terdakwa bukan kapasitas sebagai orang 
yang telah diberi izin oleh pemerintah Cq. Menteri untuk 
menggunakannarkotika golongan I atau shabu-shabu 
tersebut,terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, 
dan terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu itu dilarang 
sehingga terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut “tanpa 
hak atau melawan hukum” 
2. Unsur bagi diri sendiri 
Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sudah lama 
yaitu sejak dua tahun lalu dan shabu-shabu tersebut digunakan 
dengan cara diletakkan diatas alumunium foil lalu dibakar dan 
dari hasil pembakaran yang berupa asap terdakwa hisap 
dengan menggunakan pipet dimana aktifitas tersebut terdakwa 
lakukan sendiri tanpa ditemani oleh orang lain, dimana terdakwa 
memakai/mengkomsumsi shabu-shabu tersebut karena 
mengurangi rasa lelah setelah bekerja atau beraktifitas; 
Dengan demikian atas pertimbangan tersebut majelis hakim 
berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi 
secara sah menurut hukum. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa 
seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi berdasarkan 3 alat 
bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta surat dan 
telah membawa majelis hakim pada kekeyakinan bahwa terdakwa 
telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana “Menggunakan narkotika bagi diri sendiri” sesuai dengan 
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 dan menjatuhkan 
sanksi pemidanaan kepada terdakwa ANDI IKBAR DARMASI BIN A. 
IDRIS. 
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap 
Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika golongan I oleh 
Pegawai Negeri Sipil (Putusan No.15/Pid.sus/2012/PN.BR) 
Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang 
sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, 
tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala 
aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit 
mungkinketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang 
bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik 
membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja 
diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya 
sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat 
menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi 
bahan referensi bagi kalangan teoritisi maupun kalangan praktisi 
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hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan 
tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. 
Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut: 
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang 
bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri , telah 3 (tiga) kali 
memesan shabu-shabu. 
- Bahwa benar terdakwa memesan shabu-shabu kepada Imran r, 
melalui telfon , yang pembayarannya telah disepakati bahwa 
pembayaran setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut. 
- Bahwa benar terdakwa telah mengkomsumsi shabu-shabu sejak 2 
(dua) tahun lalu dan terdakwa mengkomsumsinya untuk 
mengurangi rasa lelahsetelah bekerja. 
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat 
sedang berada dikantornya pada tanggal 05 Desember 2011. 
- Bahwa selama persidangan , majelis hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban 
pidana.  
Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, majelis 
hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti 
bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum kepadanya haruslah dapat 
dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. 
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majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu 
akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
yang meringankan bagi diri terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam 
pemberantasan penggunaan Narkotika secara illegl ; 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa sopan dipersidangan ; 
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ; 
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan 
selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk 
membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang 
dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada di dalam 
tahanan. 
 
 
86 
 
Analisis penulis 
Dari pertimbangan hakim diatas, dapat dilihat bahwa hakim telah 
mempertimbangkan berbagai hal, yakni mengenai tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, masa penahanan terdakwa, serta hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Oleh karena terdakwa 
melakukan tindak pidana narkotika maka hakim memperhatikan Pasal 127 
ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam 
penerapan sanksi dan pidananya. 
Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat 
bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan 
terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 
KUHAP. 
Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan 
oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa 
tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan 
dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan 
dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak 
adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum 
untuk pidana yang dilakukannya. 
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Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan beberapa 
nara sumber yang kompoten dalam perkara ini, maka penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap 
dalam persidangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana meteril terhadap kasus 
penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh pegawai negeri 
sipil, penerapan hukumnya sudah sesuai dengan perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a 
UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-
fakta hukum baik mengenai keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa, terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak 
ada gangguan mental sehingga dianggap mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
2. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
dalam kasus kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh 
pegawai negeri sipil dengan nomor putusan 535/Pid.B/2012/ 
PN.MKS) telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan 
saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya 
pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang memberatkan 
dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 
B. Saran. 
1. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
tentang bahaya Narkoba harus mengoptimalkan peran serta 
masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan 
melalui penyuluhan Narkoba mengenai bahaya Narkoba dalam 
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upaya penanggulangan dan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika 
2. Penulis berharap semua instansi disarankan lebih sering 
memeriksa urine pegawainya sebagai langkah pencegahan, 
sekaligus deteksi dini kemungkinan adanya pegawai yang 
sudah terjerat narkotika. PNS ataupun aparat lainnya yang 
terbukti menggunakan narkotika seharusnya mendapatkan efek 
jera dengan sanksi pemecatan, selain hukuman penjara. Efek 
jera ini dapat membuat PNS yang masih bersih merasa takut 
melakukan hal yang sama. 
3. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah 
setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi para 
pelaku penyalahgunaan narkotika yang terjadi di tengah-tengah 
kehidupan mereka, dengan tujuan mencegah terjadinya 
perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan 
pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri para pelaku 
penyalahgunaan narkotika. 
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